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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KETENAGAKERJAAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I
DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI

Pasal 1

Dinas Ketenagakerjaan provinsi terdiri atas tipe A, tipe B dan

Tipe C.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 2
Dinas Ketenagakerjaan provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal3
DinasKetenagakerjaan provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu)

sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 4
Dinas Ketenagakerjaan provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB II
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota terdiri atas tipe A,

tipe B, dan Tipe C.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 6
Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota tipe A terdiri atas
1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7
DinasKetenagakerjaankabupaten/kota tipe B terdiri atas
1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.
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Pasal 8
(1) Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota tipe C terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)
bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB III
NOMENKLATUR

Pasal 9

(1) Nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan
ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

(2) Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan yang mendapatkan
tambahan maupun mengalami penggabungan dengan
urusan pemerintahan bidang lain didasarkan pada
perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria:

a. kedekatan karakteristik urusan pemerintahan;atau
b. keterkaitan antar penyelenggaraan urusan
pemerintahan.

(3) Perumpunan urusan  pemerintahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penanaman modal,
koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, energi dan sumber daya mineral,

transmigrasi, dan tenaga kerja.

Pasal 10
Uraian tugas dan pegelompokan fungsi ke dalam unit kerja
pada Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi dan  Dinas
Ketenagakerjaan kabupaten/kota tipe A, tipe B, dan tipe C
tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.



2016, No.1440

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perangkat

daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



